Pj BUPATI PASTIKAN KASDA PEMKAB BARTIM
DIPINDAHKAN KE BANK KALTENG

Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com

Tamiang Layang (ANTARA) - Penjabat Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah,
Indra Gunawan memastikan bahwa kas daerah kabupaten setempat, yang semula berada
di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dipindahkan ke Bank Kalteng. Pemindahan tersebut
sebagai bukti nyata Pemkab Bartim mendukung penuh berkembangnya Bank Kalteng
yang merupakan badan usaha milik daerah (BUMD), kata Indra Gunawan di Tamiang
Layang, Jumat. Bukan hanya milik daerah, tetapi pemegang saham terbesar setelah
Pemprov Kalteng adalah Pemkab Bartim. Jadi, kami berkewajiban untuk mendukung
berkembanganya Bank Kalteng," ucapnya.

Menurutnya, salah satu diantaranya dalam upaya mendukung Bank Kalteng yakni
meningkatkan pendapatan dan deviden Bank Kalteng. Langkah strategis ini diharapkan
dapat membawa keuntungan jangka panjang bagi kemandirian finansial dan
pembangunan daerah. Indra mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari
kebijakan strategis untuk memberdayakan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Dan,
untuk pemindahan kasda bukan soal suka atau tidak suka, tetapi tentang kebersamaan
dalam pembangunan. Kita menggunakan dan memanfaatkan potensi yang kita miliki
untuk kebaikan bersama,” kata dia.
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Catatan:

Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah menyebutkan bahwa Kas Negara adalah tempat penyimpanan Uang
Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk
menampung seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh pengeluaran
negara. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa Kas Daerah adalah tempat penyimpanan
Uang Daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
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